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Bab 

Perubahan Status 
Harta Benda Wakaf 

 
 
 
 
 

A. Perubahan Harta Benda Wakaf dalam fikih (SUB. A INI TIDAK ADA 

PERUBAHAN/ TIDAK ADA REVISI) SUB. B. Revisi dan tambahan sub C 

dan D) sebagai berikut 

B. Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Ruislag) 
dalam Peraturan Perundang-undangan 

1. Perubahan Status Harta Benda Wakaf 

Wakaf adalah perbuatan ibadah seorang wakif dalam bentuk 

pemisahan sebahagian harta miliknya untuk kesejahteraan umum sesuai 

syariah. Setelah dilakukan ikrar wakaf maka status harta tersebut sudah 

berpindah kepemilikannya kepada Allah atau pemanfatannya kepada 

mauquf‘alaih sesuai dengan tujuan penggunaan wakaf. Dengan demikian 

terhadap harta benda wakaf tersebut tidak boleh dilakukan tindakan 

hukum yang terkait dengan perubahan status wakaf baik dengan dijual, 

dihibahkan, diwariskan, dijadikan jaminan, disita, ditukar maupun 

dialihkan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang wakaf, “Harta 

benda yang sudah diwakafkan dilarang: a. dijadikan jaminan; b. disita; 

a. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam 

bentuk pengalihan hak lainnya.”703 

Aturan tersebut berlaku juga untuk wakaf yang bersifat sementara 

yakni selama jangka waktu wakaf belum habis wakif tidak dibenarkan  

melakukan tindakan hukum terhadap harta wakaf tersebut. Apabila 

jangka waktu wakaf sudah habis maka nadzir berkewajiban untuk 
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mengembalikannya kepada wakif. 

Perubahan status wakaf dengan penukaran diperbolehkan 

apabila harta benda wakaf akan digunakan untuk kepentingan umum 

sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan 

syariah. Pelaksanaan penukaran tersebut hanya dapat dilakukan setelah 
 

703 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 40 
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memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf 

Indonesia. Penukaran dapat dilakukan dengan ketentuan harta benda 

wakaf tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai 

tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.704 

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan : 

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 ini, ditetapkan di Jakarta pada 

tanggal 28 Juni 2018 dan mulai berlaku sejak diundangkannya pada 

tanggal 2 Juli 2018; 

c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

659 Tahun 2018 tentang Juknis Permohonan Izin Tukar Menukar 

Harta Benda Wakaf; 

d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 659 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda 

Wakaf. 

2. Perubahan Status Harta Benda Wakaf dalam PP No. 25 
Tahun 2018 

Perubahan status harta benda wakaf terdapat dalam Undang-undang 

Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Bab IV pasal 40 dan 41 dengan judul bab 

“Perubahan Status Harta Benda Wakaf ”. Sementara itu, dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 

41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat pada Bab VI Pasal 49, 50, dan 

51 dengan judul bab, “Penukaran Harta Benda Wakaf ”. Selanjutnya, 

sebagian pasal dan ayat pada PP Nomor 42 Tahun 2006 diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Isi Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2006 yang 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 sebanyak 

8 poin, yakni sebagai berikut. 
 

704 Ibid., Pasal 41 
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a. Ketentuan angka 12 Pasal 1 diubah dan disisipkan 5 (lima) angka di 

antara angka 12 dan angka 13 yaitu angka 12A, 12B, 12C, 12D dan 

12E yang berbunyi: 

12. Kepala Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disebut Kepala 

KUA adalah pejabat kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang agama Islam di tingkat 

kecamatan. 

l2A. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, yang 

selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pejabat 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agama di tingkat provinsi. 

12B. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kabupaten/Kota, yang 

selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah pejabat kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di 

tingkat kabupaten/kota. 

12C. Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar 

Menukar Harta Benda Wakaf, yang selanjutnya disebut Tim 

Penetapan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor. 

12D. Penilai Pertanahan, yang selanjutnya disebut Penilai, adalah 

orang perseorangan yang melakukan penilaian secara 

independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik  

Penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi 

dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk 

menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah. 

12E. Penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari  

Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian. 

b. Ketentuan Pasal 14 dan Penjelasannya yakni tentang Masa Bakti 

Nazhir 5 tahun dan Pengangkatan kembali Nazhir dihapus. 

c. Ketentuan Pasal 49 tentang perubahan status harta benda wakaf dan 

proses perizinannya diubah. 

d. Ketentuan Pasal 50 tentang Nilai dan manfaat harta benda penukar 

dan Tim penetapannya diubah. 

e. Ketentuan Pasal 51 tentang Mekanisme perizinan diubah. 

f. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 

51A tentang Kewajiban instansi atau pihak pengguna tanah untuk 
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memohon sertifikat wakaf atas nama nazhir kepada Kantor pertanahan 

setempat. 

g. Ketentuan Pasal 52 tentang Bantuan biaya BWI dan pertanggung- 

jawabannya diubah. 

h. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 

59A yang berbunyi, “Proses tukar menukar harta benda Wakaf yang 

telah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, 

tetapi belum mendapat persetujuan dari Menteri, pemprosesannya 

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.” 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang terdiri atas XI 

Bab, 61 Pasal, dan 123 ayat yang tidak diubah ataupun tidak dihapus  

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 masih tetap 

berlaku sesuai bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 

tersebut, sebagaimana halnya Kepdirjen Bimas Islam Nomor 659 Tahun 

2018 masih tetap berlaku, kecuali yang sudah diubah dengan Kepdirjen 

Bimas Islam Nomor 81 Tahun 2019, yaitu tentang sisipan huruf F1 dan 

mengubah bunyi konsideran huruf G yang termuat pada Kepdirjen Bimas 

Islam No. 659 Tahun 2018. 

3. Izin Penukaran Harta Benda Wakaf 

Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dapat 

dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri berdasarkan 

persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Izin tertulis yang dimaksud 

hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan 

prinsip syariat; 

b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar 

wakaf; atau 

c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung 

dan mendesak.705
 

 

 

 
 

705 PP No. 25 Tahun 2018 Pasal 49 (2) 
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Izin tertulis penukaran harta benda wakaf dari Menteri diterbitkan 

berdasarkan: 

a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah  

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan  

harta benda wakaf semula.706
 

Izin tertulis harta benda wakaf yang luasnya sampai dengan 5000 m2 

(lima ribu meter pesegi) berdasarkan mandat dari Menteri diterbitkan 

oleh kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama berdasarkan: 

a. persetujuan dari BWI provinsi; 

b. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah  

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan 

harta benda wakaf semula.707
 

Nilai dan manfaat harta benda penukar tersebut ditetapkan oleh 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan 

rekomendasi Tim Penetapan. Tim Penetapan tersebut beranggotakan 

unsur: 

a. Pemerintah daerah kabupaten/kota; 

b. Kantor pertanahan kabupaten/ kota; 

c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota; 

d. Kantor kementerian agama kabupaten/kota; 

e. Nazhir; dan 

f. Kantor Urusan Agama Kecamatan.708
 

Ketentuan untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukar 

adalah sebagai berikut. 

a. Dinilai oleh penilai atau penilai publik yang disediakan oleh instansi  

atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah 

untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.709
 

 

706 PP No. 25 Tahun 2018 Pasal 49 (4) 
707 PP No. 25 Tahun 2018 Pasal 49 (5) 
708 Lihat PP No. 25 Tahun 2018 Pasal 50 (1) dan (2) 
709 Lihat PP No. 25 Tahun 2018 Pasal 50 
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C. Persyaratan Permohonan Izin Tukar Menukar 
Harta Benda Wakaf 

Persyaratan Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf710 

yaitu sebagai berikut. 

1. Surat permohonan nazhir: 

a. Kepada Menteri Agama melalui Kepala Kantor Kementerian Agama 

kabupaten/kota, untuk tukar menukar dengan alasan kepentingan 

umum dengan luas lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), 

dan untuk selain kepentingan umum (format sesuai contoh pada 

Lampiran 7 huruf A); 

b. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melalui 

Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk tukar 

menukar dengan alasan kepentingan umum dengan luas sampai  

dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) (format sesuai contoh 

pada Lampiran 7 huruf B); 

c. Surat permohonan nazhir ditandatangani oleh ketua nazhir (untuk 

nazhir organisasi dan badan hukum) atau oleh seluruh nazhir (untuk 

nazhir perseorangan). 

2. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan 

sertifikat wakaf. 

3. Fotokopi surat pengesahan nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau 

pergantian nazhir dari BWI (jika terdapat pergantian nazhir). 

4. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara nazhir dan pihak 

penukar. 

5. Fotokopi identitas nazhir dan pihak penukar. 

6. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang 

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, bagi 

pihak penukar organisasi/badan hukum. 

8. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/ 

rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum. 

9. Hasil penilaian oleh penilai atau penilai publik atas harta benda wakaf 

dan harta benda penukar. 
 

 
710 Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: 659 Tahun 2018 Bab II 
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D. Prosedur Permohonan Izin Tukar Menukar Harta 
Benda Wakaf 

1. Prosedur Permohonan Izin Tukar Menukar dengan Luas 
Lebih dari 5000 m2 

a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri 

melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan 

melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada subbab C. 

b. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan 

pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan nazhir. 

c. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor 

Kementerian Agama kabupaten/kota menerbitkan tanda terima. 

d. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota membentuk Tim 

Penetapan melalui Surat Keputusan (sesuai format pada Lampiran 7 

huruf C) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan 

dari nazhir dinyatakan lengkap. 

e. Tim penetapan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya 

beranggotakan unsur: 

1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 

2) Kantor Pertanahan kabupaten/kota; 

3) Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota; 

4) Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; 

5) Nazhir; dan 

6) Kantor Urusan Agama kecamatan, 

f. Tim Penetapan membuat berita acara hasil penilaian (sesuai format 

pada Lampiran 7 huruf E) dan mengajukan rekomendasi tukar- 

menukar harta benda Wakaf (sesuai format pada Lampiran 7 huruf 

F) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penilai atau penilai publik  

menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor Kementerian  

Agama kabupaten/kota dan tembusannya kepada Tim Penetapan. 

g. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan 

dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf 

(Lampiran Kepdirjen Bimas Islam Nomor 81 Tahun 2019, Format  

F1) kepada Menteri dan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) 
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dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja sejak menerima 

rekomendasi dari Tim Penetapan. 

h. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri Agama paling lama 

5 (lima) hari kerja sejak menerima berkas dari Kepala Kantor 

Kementerian Agama kabupaten/kota yang telah diputuskan dalam 

Rapat Pleno BWI; 

i. Menteri menerbitkan atau tidak menerbitkan izin tertulis tukar- 

menukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja  

sejak menerima persetujuan dari BWI yang telah diputuskan dalam 

Rapat Pleno yang dipimpin oleh Pejabat Eselon 1.711
 

2. Prosedur Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda 
Wakaf dengan Luas Sampai 5000 m2 

a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri 

melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan 

melampirkan persyaratan sebagaimana subbab C. 

b. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan 

pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan nazhir sebagaimana 

pada poin sebelumnya; 

c. Setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor 

Kementerian Agama kabupaten/kota menerbitkan tanda terima. 

d. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota membentuk Tim 

Penetapan melalui Surat Keputusan (sesuai format pada Lampiran 7 

huruf C) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan 

dari nazhir dinyatakan lengkap. 

e. Tim Penetapan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya ber- 

anggotakan unsur: 

1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota; 

2) Kantor Pertanahan kabupaten/kota; 

3) Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota; 

4) Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; 

5) Nazhir; dan 

6) Kantor Urusan Agama kecamatan. 
 
 

711 Kep. Dirjen Bimas Islam No. 659 Tahun 2018 Bab III Bagian A 
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f. Tim Penetapan membuat berita acara hasil penilaian (sesuai format 

pada Lampiran 7 huruf E) dan rekomendasi tukar-menukar harta 

benda Wakaf (sesuai format pada Lampiran 7 huruf F) paling lama 5 

(lima) hari kerja sejak penilai atau penilai publik menyerahkan hasil 

penilaian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/  

kota dan tembusannya kepada Tim Penetapan. 

g. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan 

dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf 

kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BWI provinsi paling 

lama 4 (empat) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari Tim 

Penetapan. 

h. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Agama provinsi paling lama 5 (lima) hari kerja 

sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf 

dari Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota yang telah 

diputuskan dalam Rapat Pleno BWI Provinsi. 

i. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan  

mandat dari Menteri Agama menerbitkan atau tidak menerbitkan 

izin tertulis tukar menukar harta benda wakaf (sesuai format pada 

lampiran 7 huruf G pada Kepdirjen Nomor 81 Tahun 2019) paling 

lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI 

provinsi yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno yang dipimpin 

oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi atau 

Pejabat Eselon III yang ditunjuk.712
 

Format yang harus diisi untuk persyaratan izin tukar menukar harta 

benda wakaf diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 659 

Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar 

Harta Benda Wakaf dan Perubahannya pada Kepdirjen Bimas Islam 

Nomor 81 Tahun 2019. 

Adapun format yang ada pada Kepdirjen Nomor 659 Tahun 2018 

adalah sebagai berikut. 

a. Format surat permohonan nazhir untuk kepentingan umum dengan 

luas lebih dari 5.000 m2 dan selain kepentingan umum. 

b. Format surat permohonan nazhir untuk kepentingan umum dengan 

luas sampai dengan 5.000 m2. 

 
712 Keputusan Dirjen No. 659 Tahun 2018 Bab III Prosedur 
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c. Format Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ 

Kota tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan 

Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf. 

d. Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai 

dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf 

e. Format Berita Acara Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat 

Tukar Menukar Harta Benda Wakaf 

f. Format Rekomendasi Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan 

Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf 

g. Konsideran Format ini diubah dengan Kepdirjen Nomor 81 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Kepdirjen Bimas Islam Nomor 659 

Tahun 2018 

h. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Harta 

Benda Wakaf 

Adapun dalam Kepdirjen Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Kepdirjen Bimas Islam Nomor 659 Tahun 2018 tentang Petunjuk 

Teknis Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf hanya 

mengatur tambahan sisipan format F1 di antara huruf F dan G, serta 

mengubah huruf G, yakni: 

F1 Format Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Penilaian Tukar Menukar 

Harta Benda Wakaf 

G Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar 

Harta Benda Wakaf 
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……. Tambahan format mulai LAMPIRAN 7 

A. Format Surat Permohonan Nazhir untuk kepentingan umum 
dengan luas lebih dari 5.000 m2 dan selain kepentingan 
umum 

 

(nama kota, tanggal, tahun) 

Kepada: 

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia 

di Jakarta 

Melalui: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

 

Bersama ini kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf 

yang terletak: 

Desa/Kelurahan : ........................................................................................... 

Kecamatan : ........................................................................................... 

Kabupaten/Kota : ........................................................................................... 

Provinsi : ........................................................................................... 

Nomor AIW/APAIW : ........................................................................................... 

Nomor Sertifikat Wakaf : ........................................................................................... 

Luas Tanah : ................m2, Luas Bangunan .................m2
 

Penggunaan : ........................................................................................... 

Selanjutnya, akan ditukar dengan harta benda penukar yang terletak: 

Desa/Kelurahan : ........................................................................................... 

Kecamatan : ........................................................................................... 

Kabupaten/Kota : ........................................................................................... 

Provinsi : ........................................................................................... 

Luas Tanah : ................m2, Luas Bangunan .................m2
 

Penggunaan : ........................................................................................... 

Bukti Kepemilikan : ...............Nomor ....., tanggal ......, tahun .......... 

 
Alasan tukar menukar harta benda wakaf dilakukan untuk ............................... 

............................................................................................................................. ............. 

(kepentingan umum / tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf/ 

keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak*) 
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Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan dokumen sebagai berikut. 

1. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan 

sertifikat wakaf. 

2. Fotokopi surat pengesahan nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau 

pergantian nazhir dari BWI yang masih berlaku (jika terdapat pergantian 

nazhir). 

3. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara nazhir dan pihak 

penukar. 

4. Fotokopi identitas nazhir dan pihak penukar. 

5. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang 

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum bagi 

pihak penukar organisasi/badan hukum. 

7. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/ 

rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum; 

8. Hasil penilaian oleh penilai atau penilai publik atas harta benda wakaf 

dan harta benda penukar. 

 
Demikian kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf 

ini untuk dapat ditindaklanjuti. 
 

Nazhir 

 

.............................. 
 

 

Keterangan : (*) Coret yang tidak perlu 
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B. Format Surat Permohonan Nazhir untuk kepentingan 

umum dengan luas sampai dengan 5.000 m2 
 

(nama kota, tanggal, tahun) 

Kepada: 

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ...................... 

di tempat 

Melalui: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

 
Bersama ini kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf 

yang terletak: 

Desa/Kelurahan : ........................................................................................... 

Kecamatan : ........................................................................................... 

Kabupaten/Kota : ........................................................................................... 

Provinsi : ........................................................................................... 

Nomor AIW/APAIW : ........................................................................................... 

Nomor Sertifikat Wakaf : ........................................................................................... 

Luas Tanah : ...............m2, Luas Bangunan .................m2
 

Penggunaan : ........................................................................................... 

Selanjutnya akan ditukar dengan harta benda penukar yang terletak: 

Desa/Kelurahan : ........................................................................................... 

Kecamatan : ........................................................................................... 

Kabupaten/Kota : ........................................................................................... 

Provinsi : ........................................................................................... 

Luas Tanah : ...............m2, Luas Bangunan .................m2
 

Penggunaan : ........................................................................................... 

Bukti Kepemilikan : ...............Nomor ....., tanggal ......, tahun .......... 

 
Alasan tukar menukar harta benda wakaf dilakukan untuk ............................... 

............................................................................................................................. ............. 

(kepentingan umum). 
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Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan dokumen sebagai berikut. 

1. Fotokopi akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan 

sertifikat wakaf. 

2. Fotokopi surat pengesahan nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau 

pergantian nazhir dari BWI yang masih berlaku (jika terdapat pergantian 

nazhir). 

3. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara nazhir dan pihak 

penukar. 

4. Fotokopi identitas nazhir dan pihak penukar. 

5. Fotokopi sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang 

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum bagi 

pihak penukar organisasi/badan hukum. 

7. Rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/ 

rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum. 

8. Hasil penilaian oleh penilai atau penilai publik atas harta benda wakaf 

dan harta benda penukar. 

 
Demikian kami sampaikan permohonan tukar menukar harta benda wakaf 

ini untuk dapat ditindaklanjuti. 
 

Nazhir 

 

.............................. 
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C. Format Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Tim Penetapan 
Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta 
Benda Wakaf 

 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN/KOTA ......... 

NOMOR ...... TAHUN ...... 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN 

NILAI DAN MANFAAT 

TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/ 

KOTA.......... 
 

Menimbang : a. bahwa ....................... ; 

 b. bahwa ....................... ; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

....................... tentang Pembentukan Tim Penetapan 

Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta 

Benda Wakaf; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4459); 

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6217); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 851). 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN 

AGAMA KABUPATEN/KOTA ...................... TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN 

NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA 

BENDA WAKAF. 

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai 

dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

adalah sebagai berikut : 

1. melakukan penilaian harta benda wakaf dengan harta 

benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai 

atau Penilai Publik; 

2. memverifikasi dokumen dari tinjauan lokasi tanah wakaf 

dan tanah penukar; 

3. melakukan perbandingan hasil penilaian dan Penilai atau 

Penilai Publik dengan Nilai Jual Objek Pajak terbaru; 

4. membuat berita acara hasil penilaian atas harta benda 

wakaf dengan harta benda penukar; 

5. membuat rekomendasi tukar menukar harta benda wakaf 

dan harta benda penukar; 

6. menyerahkan rekomendasi kepada Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

KETIGA : Segala pembiayaan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini 

dibebankan pada APBN/APBD 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan di .......................... 

Pada tanggal .......................... 

 
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN/KOTA .......................... 

 
Tanda tangan dan cap jabatan 

NAMA LENGKAP 

 
LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN/KOTA .......... 

NOMOR .......... TAHUN ..................... 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN 

MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF 

 

Susunan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar 

Harta Benda Wakaf 

 
Pengarah : ........................................................... 

Ketua : ........................................................... 

Sekretaris : ........................................................... 

Anggota : 1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

 

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN/KOTA ............... 

 

Tanda tangan dan cap jabatan 

NAMA LENGKAP 
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D. Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi tentang Pembentukan Tim Penetapan 
Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta 
Benda Wakaf 

 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ......... 

NOMOR ...... TAHUN ...... 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN 

NILAI DAN MANFAAT 

TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI.......... 

Menimbang : a. bahwa ....................... ; 

 b. bahwa ....................... ; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

....................... tentang Pembentukan Tim Penetapan 

Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta 

Benda Wakaf; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4459); 

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6217); 
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3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 851). 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN    KEPALA    KANTOR    WILAYAH 

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ....................... 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN 

KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR 

MENUKAR HARTA BENDA WAKAF. 

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Penetapan Keseimbangan 

Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 

adalah sebagai berikut : 

1. melakukan penilaian harta benda wakaf dengan harta 

benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai 

atau Penilai Publik; 

2. memverifikasi dokumen dari tinjauan lokasi tanah wakaf 

dan tanah penukar; 

3. melakukan perbandingan hasil penilaian dan Penilai atau 

Penilai Publik dengan Nilai Jual Objek Pajak terbaru; 

4. membuat berita acara hasil penilaian atas harta benda 

wakaf dengan harta benda penukar; 

5. membuat rekomendasi tukar menukar harta benda 

wakaf dan harta benda penukar; 

6. menyerahkan rekomendasi kepada Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

KETIGA : Segala pembiayaan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini 

dibebankan pada APBN/APBD 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Ditetapkan di ....................... 

Pada tanggal ....................... 

 
KEPALA KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ....................... 

 
Tanda tangan dan cap jabatan 

NAMA LENGKAP 

 
LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN 

AGAMA PROVINSI .......... 

NOMOR .......... TAHUN ..................... 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN 

MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF 

 

Susunan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar 

Harta Benda Wakaf 

 
Pengarah : ........................................................... 

Ketua : ........................................................... 

Sekretaris : ........................................................... 

Anggota : 1. ........................................................... 

2. ........................................................... 

3. ........................................................... 

4. ........................................................... 

 

KEPALA KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ....................... 

 
Tanda tangan dan cap jabatan 

NAMA LENGKAP 
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E. Format Berita Acara Tim Penetapan Keseimbangan Nilai 

dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf 
 

TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT 

TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF 

BERITA ACARA TIM PENETAPAN 

Nomor : ....................... 
 

Pada hari .................... Tanggal ............... Bulan ................ Kami yang bertanda 

tangan di bawah ini telah melakukan Kesepakatan Bersama, berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota 
.................... Nomor .................... Tanggal .................... tentang Pembentukan 
Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta 
Benda Wakaf, dengan hasil sebagai berikut: 

 

I. Harta Benda Wakaf 

Desa/Kelurahan : ............................................................................. 

Kecamatan : ............................................................................. 
Kabupaten/Kota : ............................................................................. 

Provinsi : ............................................................................. 
Nomor AIW/APAIW : ............................................................................. 

Nomor Sertifikat Wakaf : ............................................................................. 
Luas Tanah : ...............m2, Luas Bangunan ................. m2

 

Penggunaan : ............................................................................. 
NJOP : ............................................................................. 

Hasil Penilaian dari Penilai/ : ............................................................................. 
Penilai Publik 

 

Harta penukar yang terletak: 

Desa/Kelurahan : ............................................................................. 
Kecamatan : ............................................................................. 

Kabupaten/Kota : ............................................................................. 
Provinsi : ............................................................................. 

Luas Tanah : ...............m2, Luas Bangunan ................. m2
 

Penggunaan : ............................................................................. 

Bukti Kepemilikan : .............Nomor ....., tanggal ......, tahun ......... 
NJOP : ............................................................................. 

Hasil Penilaian dari Penilai/ : ............................................................................. 
Penilai Publik 
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Bahwa berdasarkan harta benda wakaf dan data harta benda penukar tersebut 

di atas, Tim penetapan menetapkan nilai harta benda wakaf ............................ 

dan nilai harta benda wakaf penukar ............................ 

 
Bahwa penetapan penilaian harta benda wakaf ditandatangani peserta rapat: 

 

No Nama Unit Instansi 
Tanda 

Tangan 

1  Pemerintah kab/kota  

2  Kantor pertanahan kabupaten/kota  

3  Majelis Ulama Indonesia  

4  Kantor kementerian agama kab/kota  

5  Nazhir  

6  Kantor kementerian agama kecamatan  

 

Kab./Kota ......., tgl ......., tahun ....... 

Ketua 

 

 

(Nama Lengkap) 
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F. Format Rekomendasi Tim Penetapan Keseimbangan Nilai 

dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf 

 
REKOMENDASI PENETAPAN 

KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT 

TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF .......................................... 

Jl............................................................................................. 

Nomor : .................................................... 

 
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota* 

Nomor : ..................... tanggal ..................... tentang Pembentukan Tim 

Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dan 

Berita Acara Tim Penetapan Nomor : .................. tanggal ...................... Tahun 

................., Tim Penetapan menyetujui/tidak menyetujui* tukar menukar 

harta benda wakaf dimaksud. 

 
Demikianrekomendasiinidibuatuntukdapatdipergunakansebagaimana 

mestinya. 

 

Kab./Kota ......., tgl ......., tahun ....... 

Ketua Tim 
 

 

 

Nama Lengkap 

Keterangan: 

*coret yang tidak perlu 
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F1 Format Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Penilaian Tukar Menukar 

Harta Benda Wakaf 

 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN/KOTA ......... 

NOMOR ...... TAHUN ...... 

TENTANG 

PENETAPAN HASIL PENILAIAN TUKAR MENUKAR HARTA 

BENDA WAKAF 

YANG TERLETAK DI .................... PROVINSI ............. DENGAN 

HARTA BENDA 

PENUKAR YANG TERLETAK DI ....................... PROVINSI 

.................... 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/ 

KOTA.......... 
 
 

Menimbang : a. bahwa ...................... ; 

 b. bahwa ...................... ; 

 c.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4459); 

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6217); 



42  

 

 

 

 
 

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 851); 

5. KeputusanKepalaKantorWilayahProvinsiKementerian 

Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

/Kota Nomor ........ Tahun ....... tentang Pembentukan 

Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar 

Menukar Harta Benda Wakaf; 

6. Surat Rekomendasi Tim Penetapan Keseimbangan 

Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf 

Nomor ........ tanggal ........ 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN 

AGAMA KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN 

HASIL PENILAIAN TUKAR MENUKAR HARTA 

BENDA WAKAF YANG TERLETAK DI ....................... 

PROVINSI ....................... DENGAN HARTA BENDA 

PENUKAR YANG TERLETAK DI .................... PROVINSI 

....................... 

KESATU : Menetapkan hasil penilaian tukar menukar harta benda wakaf 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

  Ditetapkan di ....................... 

Pada tanggal ....................... 

KEPALA KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ....................... 

Tanda tangan dan cap jabatan 

NAMA LENGKAP 
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN/KOTA .......... 

NOMOR .......... TAHUN ..................... 

TENTANG 

PENETAPAN HASIL PENILAIAN TUKAR MENUKAR HARTA 

BENDA WAKAF YANG TERLETAK DI ........................ PROVINSI 

.......... DENGAN HARTA BENDA PENUKAR YANG TERLETAK DI 

.................... PROVINSI .................... 

 

HASIL PENILAIAN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF YANG 

TERLETAK DI .................... PROVINSI .......... DENGAN HARTA BENDA 

PENUKAR YANG TERLETAK DI .................... PROVINSI .................... 

 
No. Harta Benda Wakaf Harta Benda Penukar 

1. Sertifikat Wakaf No............ 

Tahun............ Nazhir............ 

Sertifikat Hak No............ 

Tahun............ atas nama ............ 

2. Luas Tanah : ............ Luas Tanah : ............ 

3. Luas Bangunan : ............ Luas Bangunan : ............ 

4. Nilai Tanah : ............ Nilai Tanah : ............ 

5. Nilai Bangunan : ............ Nilai Bangunan : ............ 

6. Jumlah Nilai : ............ Jumlah Nilai : ............ 

 

 
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA 

KABUPATEN/KOTA .................... 

 
Tanda tangan dan cap jabatan 

 

NAMA LENGKAP 
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G. Format Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi tentang Pemberian Izin Perubahan 
Status/Tukar Menukar Harta Benda Wakaf (Keputusan 
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 
81 Tahun 2019) 

 

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN 

AGAMA PROVINSI ......... 

NOMOR ...... TAHUN ...... 

TENTANG 

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR 

HARTA BENDA 

WAKAF YANG TERLETAK DI .................... PROVINSI .......... 

DENGAN HARTA 

BENDA PENUKAR YANG TERLETAK DI ....................... PROVINSI 

.................... 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI.......... 

 
Menimbang : a. bahwa ...................... ; 

 b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari Tim 

Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar 

Menukar Harta Benda Wakaf, nomor.... tanggal  yang 

menyatakan permohonan tukar menukar harta benda 

wakaf yang terletak di,.   dengan harta benda penukar 

yang terletak di    dapat disetujui; 

 c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota, nomor ......... 

Tanggal ......... tentang penetapan hasil penilaian tukar 

menukar harta benda wakaf yang terletak di .......... provinsi 

......... dengan harta benda penukar yang terletak di ......... 

Provinsi ...... ; 
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 d. bahwa berdasarkan surat persetujuan Badan Wakaf 

Indonesia Perwakilan Provinsi ......... nomor...... tanggal..... 

yang menyatakan permohonan tukar menukar harta 

benda wakaf yang terletak di...... dengan harta benda 

penukar yang terletak di ......... dapat disetujui ; 

 e. bahwa    berdasarkan    perimbangan    sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, 

perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Agama Provinsi      tentang Pemberian 

Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Harta Benda 

Wakaf Yang Terletak Di .......... Dengan Harta Benda 

Penukar yang Terletak Di .......... 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4459); 

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 

2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6217); 

 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 851); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1945); 

 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam Nomor 659 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis 

Permohonan Izin Tukar Menukar Harta Benda Wakaf; 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN    KEPALA    KANTOR    WILAYAH 

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI   TENTANG 

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR 

MENUKAR HARTA BENDA WAKAF YANG TERLETAK 

DI ............... PROVINSI ............... DENGAN HARTA 

BENDA PENUKAR YANG TERLETAK DI ............... 

PROVINSI ............... 

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Harta Benda Wakaf ............... 

Untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta 

benda wakaf sebagai berikut : 

Tanah wakaf seluas ............... M2 ............... Meter persegi) 

Sertifikat Wakaf/ AIW / PAIW Nomor .............. tanggal 

............... yang terletak di Jalan ............... Provinsi ............... 

Dengan 

Tanah penukar seluas M2 (. ..... meter persegi) Sertifikat atau 

bukti kepemilikan lainnya Nomor .............. tanggal ............... 

atas nama ............... yang terletak di Jalan ............... Provinsi 

............... yang telah dialihkan dan diserahkan hak atas 

tanahnya kepada Pihak Penukar berdasarkan ........... nomor 

......... tanggal ......... 

Di atas tanah penukar akan dibangun ........... Sesuai rencana 

anggaran biaya, desain, dan spesifikasi sesuai perjanjian yang 

ditandatangani oleh pihak penukar dan Nazhir. (diisi jika 

diatas tanah penukar akan didirikan bangunan). 

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf antara 

Nazhir dengan pihak penukar sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

KETIGA : Sejak keputusan ini ditetapkan, Nazhir dan pihak penukar 

segera melakukan proses peralihan hak atas tanah. 

KEEMPAT : Pihak penukar wajib mengajukan permohonan sertifikat 

wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah penukar kepada 

kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari  

kerja sejak Keputusan ini ditetapkan. 
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KELIMA : Nazhir dan pihak penukar wajib melaporkan pensertifikatan 

tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KEEMPAT kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi ............... dengan tembusan Badan Wakaf 

Indonesia Perwakilan Provinsi ............... paling lambat 10 

(sepuluh) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan. 

KEENAM : Nazhir wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan harta 

benda wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai 

dengan fungsi dan tujuan wakaf. 

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

  
Ditetapkan di ........................ 

Pada tanggal ........................ 

 
KEPALA KANTOR WILAYAH 

KEMENTERIAN AGAMA ........................ 

 
Tanda tangan dan cap jabatan 

 

NAMA LENGKAP 
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LAMPIRAN 8 

A. CONTOH 

SURAT PERJANJIAN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF 

ANTARA NAZHIR WAKAF DAN PIHAK PENUKAR*) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

I. Nama Lengkap : ...................................................................... 

Tempat dan Tanggal Lahir : ...................................................................... 

Pekerjaan : ...................................................................... 

Alamat : ...................................................................... 

Dalam hal ini bertidak selaku Ketua/Pengurus Nazhir Wakaf Masjid/ 

Pesantren/................ yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (Nazhir 

Wakaf) 

 
II. Nama ( Jika banyak/ahli waris) : .................................................................... 

(jika banyak Daftar terlampir) 

Tempat dan Tanggal Lahir : ...................................................................... 

Pekerjaan : ...................................................................... 

Alamat : ...................................................................... 

Dalam hal ini bertindak selaku Pemilik Tanah Penukar yang selanjutnya 

disebut Pihak Kedua (Penukar) 

 
Pihak kesatu dan Pihak kedua, pada hari ini...... tanggal...bulan ....... 

Tahun..., telah bermusyawarah dan bersepakat membuat perjanjian 

sebagai berikut: 

1. Kami dari Pihak Kedua telah memberikan izin bahwa sebidang tanah 

kami dengan Hak .. (milik) yang diuraikan dalam nomor sertifikat  

(bukti kepemilikan) .... berlokasi... (sebutkan alamat lengkapnya) 

dengan ukuran tanah: Panjang: .... m (... meter), lebar:...(.. meter),  

Luas Tanah:....m2 (. meter persegi). Dengan batas-batas tanah : 

Sebelah Barat: ...; Sebelah Timur:...... Sebelah Utara:. ...... Sebelah 

Selatan:........ 

Untuk dipergunakan Pembangunan (apa...) .......... yang baru sebagai 

penukar Benda 

Wakaf Masjid (sebutkan...) lama yang terkena . ......... (jalur tol 

atau . ) 

2.   ............................................................................................................................. 

3.   ............................................................................................................................. 
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4. Kami dari Pihak Kedua memberikan limit waktu penggantian sampai 

dengan ........ Apabila tidak terbukti. Kami akan meninjau kembali 

perjanjian ini. 

 
Demikian surat perjanjian ini kami dari Pihak Pertama selaku Nazhir.... 

Pihak Kedua selaku pemilik tanah penukar (pengganti) yang telah melakukan 

perjanjian dalam keadaan sehat dan sadar serta tidak ada yang memaksa dari 

pihak manapun 
 

..............., tgl bln tahun 

 
Pemilik Tanah Penukar                        Ketua Nazhir 

1.  ...................... (..................... ) 

2.  ...................... (....................) 

3.  ...................... (....................) ........................... 

4.  ...................... (....................) 

5. dst. 

 

*) Syarat poin 4 (Kepdirjen Bimas Islam Nomor 659 Tahun 2018 Bab II) 
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B. CONTOH 

SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN NAZHIR 

 
Nomor : ...../ Nazhir/ / 2020 .................................... , Tgl , Bln,.. Tahun 

Lampiran : 

Perihal : Permohonan Pengesahan Nazhir 

Kepada 

Yth. Bapak Kepala KUA ................. 

di 

TEMPAT 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Untuk memenuhi persyaratan permohonan izin tukar menukar harta 

benda wakaf sesuai Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 659 Tahun 2018 

Bab II poin 3, dengan ini kami, Pengurus Nazhir Wakaf Tanah Masjid/ 

Pesantren/......yang beralamat di ............... mengajukan permohonan 

Pengesahan Nazhir Wakaf Tanah Adapun Susunan Nazhir Tanah Wakaf 

tersebut adalah 

1. Nama Lengkap : .......................................................................... 

Tempat Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................... 

Agama : .......................................................................... 

Pekerjaan : .......................................................................... 

Jabatan dalam Nazhir : .......................................................................... 

Kewarganegaraan : .......................................................................... 

Tempat Tinggal : .......................................................................... 

2. Nama Lengkap : .......................................................................... 

Tempat Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................... 

Agama : .......................................................................... 

Pekerjaan : .......................................................................... 

Jabatan dalam Nazhir : .......................................................................... 

Kewarganegaraan : .......................................................................... 

Tempat Tinggal : .......................................................................... 

3. Nama Lengkap : .......................................................................... 

Tempat Tanggal Lahir/Umur : .......................................................................... 

Agama : .......................................................................... 

Pekerjaan : .......................................................................... 
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Jabatan dalam Nazhir : .......................................................................... 

Kewarganegaraan : .......................................................................... 

Tempat Tinggal : 

4. dst. 

 
Demikian permohonan yang kami ajukan. Terima kasih atas segala 

perhatiannya 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 
PENGURUS NAZHIR TANAH WAKAF ............... 

Ketua, Sekretaris, 

 

Stempel 

 

............................ ............................ 
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C. CONTOH 

PERMOHONAN PENGGANTIAN NAZHIR ( JIKA ADA 

PERGANTIAN) OLEH KUA 

KOP KUA 

 

 

Nomor :......................................................................... , Tgl, Bln,..Tahun 

Lamp. : - 

Perihal : Permohonan Penggantian Nazhir 

Nomor Sertifikat ....................... 

 
Kepada 

Yth. Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kab/Kota ............. 

di 

TEMPAT 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan berkas 

permohonan pergantian Nazhir Wakaf Perorangan (Organisasi/ Badan 

Hukum*) Tanah Wakaf ............. dengan Sertifikat Nomor ................terletak 

di ................. (alamat Lengkap) , sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 45 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf Pasal 5 atau 6. (Pilih yang sesuai*) 

Demikian, permohonan ini kami sampaikan. Atas kerja samanya kami 

ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

KEPALA, 

 

 

............................................ 
 

 

 

*) Pilih sesuai dengan yang diajukan 
 


